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Pengadilan Pajak
Jenis Pajak : PPh Pasal 23
Tahun Pajak : 2009
Pokok Sengketa :  bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi atas Dasar
Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Februari 2009 sebesar
Rp202.373.030,00;
Menurut :  bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak diketahui bahwa koreksi DPP PPh Pasal 23
Terbanding sebesar Rp202.373.030,00 disebabkan dokumen transaksi Pemohon Banding tidak
dilakukan pemisahan antara pembayaran jasa dan pembelian material;
Menurut Pemohon :  bahwa menurut Pemohon Banding koreksi Terbanding tidak tepat dan harus dibatalkan
Banding karena bahwa Pemohon Banding telah melakukan pemotongan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku yakni terkait dengan objek PPh Pasal 23 sebagaimana biaya yang diakui di
masa Januari s.d. Desember 2009;
bahwa pada dasarnya di dalam pembayaran tersebut termasuk atas biaya jasa dan
pembelian material/barang yang dijadikan dalam satu faktur pajak, oleh karena itu
Pemohon Banding melakukan pemotongan hanya atas biaya jasanya saja;
Menurut Majelis :  Menurut Majelis yang menjadi sengketa Banding ini adalah adanya koreksi Terbanding

atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Pebruari 2009
sebesar Rp202.373.030,00 yang tidak dapat disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa menurut Terbanding berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak dan Kertas Kerja
Pemeriksaan diketahui koreksi DPP PPh Pasal 23 Masa Pajak Pebruari 2009 adalah
sebagai berikut:

DPP PPh Pasal 23 Cfm. Pemohon Banding Rp11.572.797.463,00
DPP PPh Pasal 23 Cfm. Pemeriksa Rp11.999.838.493,00
Koreksi Rp 427.041.030,00

bahwa koreksi tersebut merupakan hasil equalisasi PPN Masukan;

bahwa selanjutnya menurut Terbanding berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
244/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 diatur bahwa atas imbalan jasa selain jasa
yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipotong
Pajak Penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa di dalam proses pemeriksaan diketahui bahwa dokumen Pemohon Banding tidak
memisahkan pembayaran jasa dan pembelian material;

bahwa mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-53/PJ/2009 dalam
hal Pemohon Banding tidak dapat memisahkan nilai pembayaran jasa dan pembelian
material maka PPh Pasal 23 dikenakan terhadap jumlah brutonya;
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bahwa dalam proses keberatan Pemohon Banding tidak menyampaikan data yang
mendukung alasan keberatannya sehingga Terbanding berpendapat bahwa Pemohon
Banding tidak dapat membuktikan bahwa koreksi sebesar Rp427.041.030,00 adalah
pembelian material;

bahwa menurut Pemohon Banding koreksi Terbanding tidak tepat dan harus dibatalkan
karena: Pemohon Banding telah melakukan pemotongan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku yakni terkait dengan objek PPh Pasal 23 sebagaimana biaya yang diakui di masa
Januari s.d. Desember 2009;

bahwa pada dasarnya di dalam pembayaran tersebut termasuk atas biaya jasa dan
pembelian material/barang yang dijadikan dalam satu faktur pajak, pemohon banding
dapat memisahkannya, oleh karena itu Pemohon Banding melakukan pemotongan hanya
atas biaya jasanya saja;

bahwa Pemohon Banding dapat membuktikkan pendapat tersebut dengan menunjukkan
dokumen-dokumen komersial dan perpajakan (Invoice, Purchase Order, Delivery Order,
Rekening koran, Faktur Pajak ) yang terkait dengan koreksi Terbanding;

bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan para pihak diminta untuk menunjukkan bukti
dan data yang mendasari argumentasi dari masing-masing pihak, dari perolehan data
tersebut Majelis memerintahkan para pihak untuk melakukan uji kebenaran materi dengan
disaksikan oleh panitera;

bahwa dari hasil uji bukti yang telah diselesaikan dalam bentuk Berita Acara diperoleh
hasil sebagai berikut :

Total koreksi Terbanding sebesar . Rp427.041.030,00
Dari koreksi tersebut :

Sengketa yang diuji bukti:

- Bukan merupakan objek PPh Pasal 23 4.047.500
(Pembelian Material )
- Merupakan objek PPh Pasal 23 yang 7.400.000
telah dipotong .
Jumlah: Rp 11.447.500,00
Obyek Pajak Penghasilan Pasal 23 yang belum dipotong Rp415.593.530,00

bahwa berdasarkan argumentasi yang dikemukan oleh para pihak, Majelis atas kuasa Pasal
78 beserta penjelasannya Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
yang menyatakan bahwa: "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian
pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim"
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"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan perpajakan”, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan hal-hal
tersebut Majelis berkeyakinan bahwa atas koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak
Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp415.593.530,00 tetap dipertahankan dan atas
koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar
Rp11.447.500,00 tidak dapat dipertahankan ;
menimbang :  bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi,
kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
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Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 Menurut Terbanding Rp11,999,838,493.00
Koreksi tidak dapat dipertahankan Rp 11,447,500.00

Dadar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 menurut Majelis Rp11,988,390,993.00
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Dasar Pengenaan Pajak Rp11,988,390,993.00
Pajak Penghasilan Pasal 23 Terutang Rp 240,153,140.00
Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 231,841,269.00

Pajak Penghasilan Pasal 23 Kurang/(Lebih) Bayar Rp 8,311,871.00
Sanksi Administrasi, berupa:

- Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 3,989,698.00
PPh Pasal 23 yang masih harus dibayar Rp  12,301,569.00
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ser
ta
tid
ak
dih
adi
ri
ole
h
Pe
mo
ho
n
Ba
ndi
ng
da
n
dih
adi
ri
ole

Te
rba
ndi

ng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20



